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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Penyandang Disabilitas tampaknya belum mendapat perhatian dari media. 

Padahal peran sebuah media tidak bisa diremehkan karena media berfungsi sebagai 

sumber informasi dan sangat berperan dalam menggiring opini masyarakat. Media 

juga memiliki fungsi voicing the voiceless, menyuarakan yang tidak tersuarakan. 

Namun, pers belum sepenuhnya mampu dalam menyuarakan kaum-kaum yang tidak 

bisa bersuara. Ini karena tidak semua kelompok masyarakat memiliki akses pada 

media untuk didengar suaranya dan mendapat informasi dengan akurat. Kelompok 

masyarakat yang suaranya sering diabaikan oleh pers salah satunya adalah 

Penyandang Disabilitas. 

Dalam pasal 5 ayat 1, Penyandang Disabilitas memiliki hak untuk berekspresi, 

berkomunikasi, dan memperoleh informasi. Dalam hal ini, perusahaan media harus 

memenuhi kewajiban sebagai pemenuhan kebijakan bagi Penyandang Disabilitas 

sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Media harus berupaya dalam 

memenuhi hak dan kewajiban yang dimiliki oleh Penyandang Disabilitas. Namun, 

dalam hasil penelitian ini ditemukan, tidak adanya upaya dari Tangerang Ekspres 

untuk menerapkan Undang-Undang tersebut.  
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Tangerang Ekspres juga tidak meliput tentang disahkannya Undang-Undang 

tersebut karena dari Tangerang Ekspres sendiri tidak mengetahui tentang Undang-

Undang tersebut. Meski salah satu narasumber dari Tangerang Ekspres mengetahui 

tentang pengesahan Undang-Undang tersebut, namun dirinya tidak membaca dan 

mengetahui isi dari Undang-Undang tersebut. Tidak hanya Tangerang Ekspres, 

Dewan Pers selaku lembaga yang mengatur keberadaan media yang seharusnya juga 

turut berperan dalam mengimplementasikan Undang-Undang tersebut, juga belum 

membaca isi dari Undang-Undang tersebut.  

Selain itu, dari Dewan Pers juga tidak memberikan pelatihan dan himbauan 

dalam membahas isu disabilitas. Ini menunjukan bahwa Dewan Pers memang belum 

fokus kepada Penyandang Disabilitas.  

5.2 Saran 

 Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka 

terdapat beberapa saran yang ingin disampaikan, yaitu: 

 5.2.1 Saran Akademis 

1. Penelitian ini hanya membahas tentang isu disabilitas saja. 

Diharapkan agar kedepannya dapat membahas isu-isu lainnya yang 

kurang menonjol, karena isu-isu yang kurang menonjol tersebut 

biasanya merupakan isu penting yang tidak mendapatkan perhatian 

lebih dari masyarakat maupun pemerintah. 
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2.  Untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan metode 

kuantitatif atau kualitatif lainnya. Subjek penelitian dapat diperluas, 

tidak hanya di Tangerang, tetapi bisa dari wilayah Jabodetabek. 

 5.2.2 Saran Praktis 

1. Saran untuk Tangerang Ekspres, peneliti menyarankan agar 

Tangerang Ekspres lebih membaca dan mengimplementasikan 

Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas.  

2. Saran untuk Dewan Pers, untuk memberikan pelatihan dan 

pengawasan kepada media, tidak hanya tentang perempuan dan anak 

saja, tetapi Penyandang Disabilitas juga agar pemberitaan tentang 

mereka bisa seimbang dan tidak memihak kepada salah satu masalah 

sosial tersebut. 
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